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PENDAHULUAN

Dalam dinamika geopolitik kontemporer, agama tidak lagi dapat dipahami semata sebagai
urusan privat atau variabel domestik yang terpisah dari hubungan internasional. Agama justru
semakin hadir sebagai kekuatan sosial, kultural, dan politik yang memengaruhi pembentukan
identitas kolektif, hubungan lintas komunitas, serta agenda perdamaian global. Perubahan ini
tampak dalam meningkatnya perhatian terhadap peran komunitas keagamaan dalam merespons
konflik berbasis identitas, polarisasi sosial, ekstremisme kekerasan, dan krisis kepercayaan
terhadap tata kelola global. Indonesia menempati posisi penting dalam konteks ini karena
menjadi negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, sekitar 242 juta jiwa atau 87% dari total
penduduk (Pew Research Center, 2024).

Posisi demografis tersebut memberi Indonesia modal simbolik yang besar dalam
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menawarkan model keberagamaan yang moderat, plural, dan berakar pada pengalaman sosial
masyarakat majemuk. Namun, modal tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan diplomatik tanpa
adanya institusi, jaringan, dan narasi yang mampu menerjemahkan nilai keagamaan ke dalam
praktik sosial dan forum global. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki posisi strategis
karena tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor masyarakat
sipil yang memiliki basis sosial luas, tradisi keilmuan pesantren, dan jaringan transnasional.
Melalui gagasan Islam Nusantara, NU menghadirkan corak keislaman yang menekankan
moderasi, toleransi, keseimbangan, penghargaan terhadap budaya lokal, dan komitmen terhadap
kemaslahatan umum.

Secara konseptual, Islam Nusantara dapat dipahami sebagai ekspresi keislaman yang
tumbuh melalui proses historis panjang antara ajaran Islam dan budaya lokal Nusantara. Ia bukan
bentuk pemisahan dari Islam universal, melainkan cara keberagamaan yang menempatkan nilai
Islam dalam konteks sosial, budaya, dan kebangsaan Indonesia. Sejumlah kajian mutakhir
menunjukkan bahwa Islam Nusantara berkaitan erat dengan tradisi pluralisme, toleransi,
akulturasi, dan moderasi beragama yang dikembangkan dalam sejarah dakwah Islam di
Nusantara. Karena itu, Islam Nusantara memiliki potensi untuk dibaca bukan hanya sebagai
wacana teologis lokal, tetapi juga sebagai sumber daya soft power yang dapat dikomunikasikan
dalam arena diplomasi keagamaan global (Syamsurijal et al., 2022; Marjani, 2023; Muttaqin et al.,
2025).

Dalam kerangka tersebut, pesantren menempati posisi penting sebagai basis sosial, kultural,
dan epistemik dari diplomasi Islam Nusantara. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan Islam
tradisional, melainkan ruang reproduksi otoritas keagamaan, pembentukan etika sosial, kaderisasi
ulama, dan penguatan jejaring masyarakat. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada
2022 terdapat 37.626 pesantren yang menaungi lebih dari empat juta santri di Indonesia
(Kemenag, 2024; Satu Data Indonesia, 2024). Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa pesantren
merupakan infrastruktur sosial keagamaan yang sangat besar dan berpengaruh dalam
pembentukan orientasi keberagamaan masyarakat. Dalam konteks diplomasi, pesantren dapat
dipahami sebagai basis pembentukan aktor, nilai, dan jejaring yang memungkinkan Islam
Nusantara bergerak dari ruang lokal menuju ruang global.

Urgensi kajian ini semakin kuat setelah munculnya forum keagamaan internasional yang
diinisiasi NU, terutama Religion of Twenty (R20) dalam rangkaian Presidensi Indonesia pada
Group of Twenty (G20) tahun 2022 (Center for Shared Civilizational Values, 2022) . R20
menandai perubahan penting dalam cara agama ditempatkan dalam tata kelola global, yaitu
bukan semata sebagai sumber masalah, melainkan sebagai sumber solusi moral bagi konflik,
ketidakadilan, dan fragmentasi sosial. Forum ini juga menunjukkan bahwa aktor keagamaan non
negara dapat memasuki ruang diplomasi global melalui otoritas moral, jaringan sosial, dan
kemampuan membangun dialog lintas agama. Setelah R20, inisiatif dialog antarbudaya dan
antaragama juga berlanjut melalui forum regional seperti ASEAN Intercultural and
Interreligious Dialogue Conference pada 2023 (ASEAN IIDC, 2023; Salma, 2023).

Secara teoritik, fenomena tersebut dapat dibaca melalui pendekatan public diplomacy, soft
power, dan faith-based peacebuilding. Dalam perspektif soft power, pengaruh tidak hanya
dibangun melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui daya tarik nilai, budaya,
legitimasi moral, dan kredibilitas sosial (Schliesser, 2024) . Sementara itu, kajian faith-based
peacebuilding menempatkan aktor keagamaan sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk
membangun rekonsiliasi, meredam konflik identitas, dan memperkuat kohesi sosial melalui
bahasa moral yang mudah diterima komunitas beriman (Kwuelum, 2024) . Kajian tentang
interreligious peacebuilding oleh Driessen (2025)juga menegaskan bahwa keterlibatan komunitas
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keagamaan menjadi semakin penting ketika konflik kontemporer bergerak dalam bentuk yang
kompleks, emosional, dan berakar pada identitas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran NU dalam diplomasi keagamaan,
moderasi Islam, dan dialog antaragama. Ridwan et al. (2024) dan Suaedy et al.
(2026) menunjukkan bahwa forum tersebut menjadi instrumen penting bagi NU untuk
menghubungkan agama dengan agenda perdamaian dan tata kelola global. Kajian lain juga
menempatkan NU sebagai aktor strategis dalam politik luar negeri Indonesia dan sebagai
penggerak cultural diplomacy melalui paradigma Islam Nusantara (Utama, 2024; Muttaqin et al.,
2025) . Namun, sebagian besar kajian tersebut masih lebih banyak menyoroti NU pada level
organisasi pusat, forum internasional, atau jaringan diaspora. Kajian yang secara khusus
menempatkan pesantren sebagai basis strategis diplomasi Islam Nusantara masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menjadi celah akademik yang penting untuk dikaji. Jika diplomasi
Islam Nusantara hanya dibaca melalui forum formal seperti R20 atau melalui kebijakan
organisasi pusat NU, maka peran pesantren sebagai sumber nilai, kader, otoritas, dan legitimasi
sosial akan kurang terlihat. Padahal, pesantren merupakan ruang tempat nilai Islam Nusantara
ditanamkan, diwariskan, dan diartikulasikan dalam praktik sosial. Dengan kata lain, pesantren
tidak selalu tampil sebagai aktor diplomatik formal, tetapi menjadi fondasi kultural yang
memungkinkan NU membangun kredibilitas dalam diplomasi perdamaian. Di sinilah letak
kebaruan penelitian ini, yaitu menempatkan pesantren sebagai basis hybrid religious diplomacy
yang menghubungkan pendidikan keagamaan, tradisi lokal, jaringan sosial, dan forum global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
strategis Nahdlatul Ulama dalam diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren serta
kontribusinya terhadap agenda perdamaian global. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga
pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pesantren menjadi basis nilai dan kaderisasi dalam
diplomasi Islam Nusantara. Kedua, melalui mekanisme apa NU mengartikulasikan Islam
Nusantara dalam forum dan jaringan perdamaian global. Ketiga, apa tantangan dan prospek
diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren dalam menghadapi dinamika politik keagamaan
global. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi
tentang diplomasi keagamaan, soff power Islam Indonesia, dan peran pesantren dalam
peacebuilding global.

LANDASAN TEORI
1. Islam Nusantara sebagai Basis Nilai Diplomasi Keagamaan

Islam Nusantara merupakan konsep keislaman yang lahir dari perjumpaan panjang antara
ajaran Islam dan kebudayaan lokal Nusantara (Putra, 2020) . Konsep ini tidak menempatkan
budaya sebagai lawan agama, tetapi sebagai ruang historis tempat nilai Islam diartikulasikan
secara kontekstual (Damayanti, 2025; Ilyas et al., 2025; Widadi & Razi, 2025). Dalam perspektif
ini, praktik keislaman masyarakat Nusantara dibentuk melalui proses dakwah yang akomodatif,
dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Karena itu, Islam Nusantara tidak dapat
dipahami hanya sebagai identitas lokal, tetapi sebagai paradigma keagamaan yang menekankan
keseimbangan antara normativitas Islam dan realitas sosial budaya masyarakat.

Secara konseptual, Islam Nusantara bertumpu pada nilai tawasut, tawazun, tasamuh, dan
i’tidal (Syamsurijal et al., 2022; Hanipudin et al., 2023). Keempat nilai tersebut menjadi fondasi
etis bagi corak keberagamaan yang moderat, inklusif, dan terbuka terhadap keragaman. Marjani
(2023) menunjukkan bahwa perkembangan Islam Nusantara berakar pada gagasan pribumisasi
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Islam dan terus bergerak menjadi konsep yang menegaskan pluralisme, toleransi, serta prinsip

rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial keagamaan Indonesia. Dengan demikian, Islam

Nusantara dapat diposisikan sebagai sumber nilai yang relevan bagi diplomasi keagamaan,
terutama ketika dunia menghadapi konflik identitas, ekstremisme, dan polarisasi berbasis agama.

Dalam konteks diplomasi, Islam Nusantara berfungsi sebagai cultural resource yang
memberi daya tarik moral bagi Indonesia dan Nahdlatul Ulama (NU). Nilai-nilai yang
dikandungnya dapat dikomunikasikan kepada masyarakat internasional sebagai model Islam yang
tidak konfrontatif, tidak eksklusif, dan tidak terlepas dari konteks kebudayaan. Karena itu, Islam
Nusantara dapat dibaca sebagai bagian dari soft power keagamaan, yaitu kemampuan
membangun pengaruh melalui nilai, budaya, kredibilitas moral, dan legitimasi sosial, bukan
melalui tekanan politik atau kekuatan material. Muttaqin et al. (2025) menunjukkan bahwa Islam
Nusantara digunakan sebagai paradigma soft power untuk merespons Islamofobia dan
memperkuat citra Islam Indonesia sebagai Islam yang damai dan adaptif.

2. Pesantren sebagai Basis Sosial Epistemik Islam Nusantara

Pesantren merupakan institusi utama yang menopang keberlanjutan Islam Nusantara. Di
dalam pesantren, nilai moderasi, penghormatan terhadap tradisi, etika sosial, dan pemahaman
keagamaan berbasis kitab kuning diwariskan melalui relasi keilmuan antara kiai, santri, dan
komunitas (Burga & Damopolii, 2022; Nasution et al., 2024). Dengan posisi tersebut, pesantren
tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai ruang
pembentukan otoritas keagamaan dan karakter sosial. Pesantren membentuk cara pandang
keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teks, tetapi juga pada kemampuan
membaca realitas sosial secara bijaksana.

Pesantren dapat dipahami sebagai epistemic community, yaitu komunitas yang
memproduksi, menjaga, dan menyebarkan pengetahuan keagamaan tertentu. Pengetahuan
tersebut tidak berhenti pada ruang lokal pesantren, tetapi bergerak melalui jaringan alumni,
organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, media digital, dan forum internasional. Di sinilah
pesantren memiliki relevansi diplomatik. Diplomasi Islam Nusantara tidak muncul secara tiba
tiba di forum global, tetapi berakar pada tradisi pesantren yang telah lama membentuk etika
keberagamaan damai, akomodatif, dan berorientasi pada harmoni sosial.

Kajian tentang santri diplomacy memperkuat posisi tersebut. Song & Utama (2025)
menunjukkan bahwa santri dapat berperan sebagai duta budaya informal, terutama dalam konteks
hubungan lintas negara seperti Indonesia dan China. Dalam situasi ketika ekspresi keagamaan
formal memiliki keterbatasan, santri tetap dapat menjalankan peran diplomatik melalui jalur
budaya, pendidikan, jejaring akademik, dan komunitas diaspora. Temuan ini penting karena
memperlihatkan bahwa diplomasi berbasis pesantren tidak selalu bekerja melalui kanal resmi
negara, tetapi juga melalui praktik keseharian, pertukaran pengetahuan, dan representasi kultural
di ruang transnasional.

3. Diplomasi Publik, Soft Power, dan Aktor Keagamaan Non-Negara

Diplomasi publik pada mulanya dipahami sebagai upaya negara untuk memengaruhi
publik internasional melalui komunikasi, budaya, pendidikan, dan pertukaran nilai. Namun,
perkembangan hubungan internasional kontemporer menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi
dimonopoli oleh negara. Organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, komunitas diaspora, tokoh
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agama, dan jaringan masyarakat sipil turut memainkan peran penting dalam membentuk persepsi,
membangun dialog, serta memengaruhi agenda global (Athoillah et al., 2024; Ridwan et al., 2024;
Muttaqin et al., 2025) . Dalam konteks ini, NU dapat diposisikan sebagai aktor keagamaan non
negara yang memanfaatkan nilai Islam moderat sebagai sumber daya diplomatik.

Teori soft power menjadi relevan karena menjelaskan bagaimana pengaruh dapat
dibangun melalui daya tarik nilai, budaya, dan legitimasi, bukan melalui paksaan. Dalam kasus
NU, daya tarik tersebut tidak hanya berasal dari doktrin keagamaan, tetapi juga dari reputasi
historisnya sebagai organisasi Islam besar yang memiliki akar pesantren, tradisi keilmuan, dan
komitmen terhadap kebangsaan. Nubowo (2023) menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah
berperan sebagai aktor non negara dalam diplomasi soft power Islam Indonesia pasca Orde Baru
dengan memobilisasi sumber daya kelembagaan, jaringan sosial, dan narasi Islam moderat di
panggung global.

Melalui perspektif ini, diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren dapat dipahami
sebagai bentuk diplomasi publik keagamaan. Pesantren menyediakan basis nilai dan kader, NU
menyediakan struktur organisasi dan legitimasi kelembagaan, sedangkan forum internasional
seperti R20 dan jaringan PCINU menjadi medium artikulasi global. Hubungan ketiganya
menunjukkan bahwa diplomasi Islam Nusantara tidak bersifat tunggal, tetapi bergerak melalui
banyak jalur. Ia mencakup diplomasi budaya, diplomasi kelembagaan, diplomasi diaspora, dan
diplomasi akar rumput.

4. Faith Based Peacebuilding dan Perdamaian Global

Konsep faith-based peacebuilding menempatkan agama sebagai sumber etika publik yang
dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian (Kwuelum,
2024; Odak, 2024; Driessen, 2025) . Dalam pendekatan ini, agama tidak hanya dilihat sebagai
faktor pemicu konflik, tetapi juga sebagai sumber legitimasi moral, solidaritas sosial, rekonsiliasi,
dan transformasi konflik. Aktor keagamaan memiliki keunggulan tertentu karena mampu
berbicara dengan bahasa moral yang dekat dengan komunitas beriman, memiliki jaringan sosial
yang luas, serta sering kali dipercaya oleh masyarakat pada saat institusi politik mengalami krisis
legitimasi.

Keterlibatan aktor keagamaan penting dalam merespons konflik modern yang tidak hanya
bersifat politik, tetapi juga emosional, simbolik, dan berbasis identitas (Adlan, 2023) . Dialog
antaragama, pendidikan perdamaian, rekonsiliasi sosial, dan kerja sama lintas komunitas menjadi
bagian dari strategi untuk meredam prasangka serta membangun kepercayaan. Sehingga
pesantren NU dapat dipahami sebagai aktor yang memiliki kapasitas peacebuilding karena
menggabungkan otoritas keilmuan, kedekatan sosial dengan masyarakat, dan jejaring
transnasional.

R20 menjadi contoh penting bagaimana NU membawa agama ke dalam ruang diskusi
global sebagai sumber solusi. Forum ini digagas oleh NU dalam konteks Presidensi Indonesia
pada Group of Twenty (G20) tahun 2022 dan diarahkan untuk mempertemukan pemimpin agama
dari berbagai tradisi dalam membahas kontribusi agama terhadap persoalan global (Center for
Shared Civilizational Values, 2022) . Forum tersebut dimaksudkan untuk memastikan agama
berfungsi sebagai sumber solusi yang nyata dan dinamis bagi tantangan abad ke 21.
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5. Diplomasi Islam Nusantara sebagai Hybrid Religious Diplomacy

Berdasarkan konsep di atas, digunakan kerangka hybrid religious diplomacy untuk
membaca peran strategis NU dalam agenda perdamaian global. Kerangka ini memandang
diplomasi Islam Nusantara sebagai praktik diplomasi yang memadukan dimensi kultural,
keagamaan, kelembagaan, dan akar rumput. Ia disebut Aybrid karena tidak sepenuhnya berada
dalam diplomasi negara, tetapi juga tidak sepenuhnya bersifat informal. NU bergerak di antara
ruang masyarakat sipil, pesantren, forum multilateral, jaringan diaspora, dan kerja sama dengan
negara.

Dalam kerangka ini, pesantren berfungsi sebagai basis produksi nilai dan kaderisasi. NU
berfungsi sebagai aktor kelembagaan yang mengartikulasikan nilai tersebut pada level nasional
dan global. R20 menjadi kanal diplomasi kelembagaan, sedangkan PCINU dan jaringan santri
diaspora menjadi kanal diplomasi akar rumput. GIGA (2023) menunjukkan bahwa agenda Islam
moderat untuk perdamaian ditandai oleh kolaborasi aktor negara dan non negara dalam
membangun citra Indonesia sebagai model Islam moderat di tingkat global. Temuan ini
memperkuat posisi NU sebagai aktor penting dalam diplomasi Islam Indonesia, meskipun tetap
perlu dibaca secara kritis karena wacana moderasi juga menghadapi tantangan politik dan sosial
di dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (/ibrary
research) dan analisis dokumen (document analysis). Pendekatan ini dipilih karena penelitian
berfokus pada penafsiran konsep, konstruksi argumen, dan pembacaan kritis terhadap praktik
diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren, bukan pada pengukuran statistik atau
pengumpulan data lapangan (Creswell & Poth, 2023). Objek kajian penelitian ini adalah wacana
dan praktik diplomasi Islam Nusantara yang berkaitan dengan peran pesantren dan Nahdlatul
Ulama dalam agenda perdamaian global. Kajian ini dianalisis melalui perspektif diplomasi
keagamaan, diplomasi publik (public diplomacy), daya lunak (soft power), dan pembangunan
perdamaian berbasis agama (faith-based peacebuilding).

Data penelitian diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan tema
kajian. Sumber yang digunakan meliputi dokumen resmi Nahdlatul Ulama, publikasi R20 tahun
2022, hasil Muktamar NU ke 34, pernyataan resmi PBNU, informasi kelembagaan terkait
jaringan PCINU, artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, laporan lembaga riset, dan
publikasi kebijakan yang membahas Islam Nusantara, pesantren, NU, diplomasi keagamaan, dan
perdamaian global. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan
relevansi tema, kebaruan data, kredibilitas penerbit, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian
(Ahmed et al., 2025; Almusaed et al., 2025) . Literatur klasik tetap digunakan sejauh memiliki
kontribusi teoretis yang kuat, sedangkan literatur mutakhir diprioritaskan untuk membaca
perkembangan terbaru diplomasi Islam Nusantara setelah menguatnya forum R20.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018) . Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi
yang berkaitan langsung dengan Islam Nusantara, pesantren, NU, R20, PCINU, dan agenda
perdamaian global. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam
beberapa tema utama, seperti pesantren sebagai basis nilai, NU sebagai aktor diplomasi
keagamaan, R20 sebagai kanal diplomasi kelembagaan, dan PCINU sebagai jaringan diplomasi
akar rumput. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membaca hubungan antartema secara
argumentatif untuk menunjukkan posisi strategis pesantren dalam diplomasi Islam Nusantara.
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Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, koherensi argumentasi, dan transparansi
referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas peran strategis pesantren dalam diplomasi Islam Nusantara dengan
menempatkan Nahdlatul Ulama sebagai aktor keagamaan non negara yang memiliki basis sosial,
kultural, dan jaringan transnasional. Pembahasan diarahkan pada empat aspek utama, yaitu
pesantren sebagai basis nilai, mekanisme diplomasi Islam Nusantara, kontribusinya terhadap
perdamaian global, serta tantangan dan prospeknya ke depan.

1. Pesantren sebagai Laboratorium Diplomasi Islam Nusantara

Pesantren tidak dapat dipahami semata mata sebagai lembaga pendidikan agama
tradisional. Dalam sejarah sosial keagamaan Indonesia, pesantren berperan sebagai ruang
pembentukan ilmu, etika, kepemimpinan, dan orientasi keberagamaan masyarakat (Burga &
Damopolii, 2022; Athoillah et al., 2024). Di lingkungan pesantren, nilai-nilai Islam tidak hanya
diajarkan melalui teks keagamaan, tetapi juga dibiasakan melalui praktik hidup bersama,
penghormatan kepada guru, kedisiplinan sosial, pengabdian kepada masyarakat, dan keterbukaan
terhadap tradisi lokal. Karena itu, pesantren dapat disebut sebagai laboratorium sosial tempat
nilai Islam Nusantara dibentuk, diuji, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), pesantren menjadi basis utama bagi lahirnya
corak keberagamaan yang moderat, inklusif, dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Tradisi
keilmuan pesantren yang bertumpu pada kitab kuning, otoritas kiai, jaringan sanad keilmuan,
serta praktik bermasyarakat membentuk cara pandang keagamaan yang tidak mudah terjebak
pada sikap ekstrem. Nilai tawasut, tawazun, tasamuh, dan i’tidal menjadi prinsip penting yang
menuntun pesantren dalam memahami perbedaan, menjaga keseimbangan sosial, serta merawat
hubungan antarumat beragama. Nilai inilah yang kemudian menjadi fondasi etis bagi diplomasi
Islam Nusantara.

Sebagai laboratorium diplomasi, pesantren bekerja melalui proses yang tidak selalu
bersifat formal. Pesantren membentuk santri, alumni, dan ulama yang membawa nilai Islam
Nusantara ke berbagai ruang sosial, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ketika
para alumni pesantren hadir di perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan,
komunitas diaspora, forum lintas agama, dan jaringan internasional, nilai pesantren ikut bergerak
melampaui batas geografis Indonesia. Dengan demikian, diplomasi Islam Nusantara tidak hanya
berlangsung melalui pertemuan resmi, tetapi juga melalui pendidikan, dakwah, keteladanan sosial,
dialog, dan relasi kultural yang dibangun oleh jaringan pesantren.

Karakter diplomatik pesantren juga berakar pada sejarah dakwah Islam di Nusantara yang
lebih banyak menggunakan pendekatan budaya daripada konfrontasi. Tradisi ini memperlihatkan
bahwa penyebaran Islam di Indonesia berlangsung melalui dialog dengan adat, seni, bahasa lokal,
dan struktur sosial masyarakat (Burga & Damopolii, 2022; Damayanti, 2025) . Pola dakwah
semacam ini membentuk warisan penting bagi NU dalam memandang hubungan antara agama
dan kebudayaan. Islam Nusantara kemudian hadir sebagai artikulasi dari pengalaman historis
tersebut, yaitu Islam yang tetap berpegang pada prinsip dasar agama, tetapi mampu berdialog
dengan keragaman sosial dan budaya.

Dengan posisi tersebut, pesantren dapat dipahami sebagai fondasi sosial epistemik bagi
diplomasi Islam Nusantara. Pesantren menyediakan nilai, aktor, legitimasi, dan jaringan yang
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memungkinkan NU tampil sebagai aktor keagamaan non negara dalam agenda perdamaian global.
Peran pesantren tidak selalu tampak secara langsung dalam forum diplomatik, tetapi pengaruhnya
hadir melalui cara NU membangun narasi Islam moderat, mengembangkan dialog antaragama,
memperkuat jejaring diaspora, dan menampilkan Islam Indonesia sebagai model keberagamaan
yang damai. Oleh karena itu, pesantren bukan hanya ruang pendidikan, melainkan juga basis
strategis bagi diplomasi keagamaan yang berorientasi pada perdamaian.

2. Mekanisme Diplomasi Islam Nusantara Berbasis Pesantren

Diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren bekerja melalui beberapa jalur yang saling
berhubungan. Jalur tersebut tidak hanya berlangsung dalam forum resmi, tetapi juga bergerak
melalui praktik budaya, jaringan kelembagaan, komunitas diaspora, dan relasi sosial lintas negara.
Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), pesantren menjadi sumber nilai dan kader, sedangkan
organisasi NU menyediakan struktur kelembagaan yang memungkinkan nilai tersebut
dikomunikasikan ke ruang nasional dan global. Karena itu, diplomasi Islam Nusantara dapat
dipahami sebagai proses bertahap yang bergerak dari ruang pendidikan pesantren menuju forum
masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan percakapan internasional.

Mekanisme pertama tampak dalam diplomasi budaya. Melalui tradisi keagamaan seperti
haul, shalawat, pengajian, pendidikan lintas iman, dan dialog antarbudaya, Islam Nusantara
diperkenalkan sebagai corak keberagamaan yang ramah terhadap tradisi lokal dan terbuka
terhadap perbedaan. Diplomasi budaya ini penting karena masyarakat internasional sering kali
mengenal Islam melalui isu konflik, kekerasan, atau ekstremisme. Kehadiran Islam Nusantara
menawarkan narasi lain, yaitu Islam yang dapat hidup berdampingan dengan kebudayaan,
menghargai kemajemukan, dan menempatkan perdamaian sebagai bagian dari tanggung jawab
keagamaan (Marjani, 2023; Setiawan & Stevanus, 2023; Damayanti, 2025).

Dalam praktiknya, diplomasi budaya banyak dijalankan oleh jaringan santri, alumni
pesantren, dan warga NU di luar negeri. Mereka tidak selalu hadir sebagai diplomat resmi, tetapi
membawa nilai pesantren melalui aktivitas pendidikan, dakwah, forum akademik, kegiatan
komunitas, serta perjumpaan sehari hari dengan masyarakat setempat. Di sinilah diplomasi Islam
Nusantara bekerja secara halus. Pengaruhnya tidak selalu muncul dalam bentuk perjanjian politik,
tetapi dalam pembentukan persepsi, penguatan relasi sosial, dan perluasan pemahaman bahwa
Islam Indonesia memiliki tradisi damai yang dapat berdialog dengan dunia.

Mekanisme kedua adalah diplomasi kelembagaan. Bentuk ini tampak secara jelas dalam
keterlibatan NU pada forum internasional, terutama Religion of Twenty (R20) yang
diselenggarakan dalam rangkaian Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia tahun 2022. R20
menjadi momentum penting karena agama ditempatkan sebagai bagian dari percakapan global
mengenai perdamaian, kemanusiaan, dan tata kelola dunia. Melalui forum ini, NU berusaha
menunjukkan bahwa agama tidak harus diposisikan sebagai sumber konflik, tetapi dapat menjadi
sumber nilai moral untuk mencari solusi atas persoalan global.

R20 juga memperlihatkan kemampuan NU dalam menghubungkan pesantren, otoritas
keagamaan, jaringan internasional, dan forum multilateral (Suaedy et al., 2026) . Nilai yang
tumbuh dalam tradisi pesantren, seperti moderasi, toleransi, keseimbangan, dan penghormatan
terhadap martabat manusia, memperoleh ruang artikulasi pada tingkat global. Dengan demikian,
R20 dapat dibaca sebagai kanal diplomasi kelembagaan yang memperluas jangkauan Islam
Nusantara. Namun, kontribusi forum ini tetap perlu ditempatkan secara proporsional. R20 bukan
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berarti menyelesaikan persoalan perdamaian global secara langsung, tetapi membuka ruang
dialog, memperkuat jejaring, dan memberi pengakuan terhadap peran agama dalam agenda
perdamaian.

Mekanisme ketiga adalah diplomasi akar rumput melalui jaringan Pengurus Cabang
Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Jaringan ini menjadi penting karena diplomasi Islam
Nusantara tidak hanya bergerak dari pusat organisasi, tetapi juga dari komunitas diaspora yang
tersebar di berbagai negara. PCINU menghubungkan warga NU, santri, akademisi, pekerja
migran, dan komunitas Muslim Indonesia dengan masyarakat setempat. Melalui kegiatan
keagamaan, diskusi publik, kerja sama pendidikan, dan dialog lintas iman, PCINU ikut
membangun citra Islam Indonesia sebagai Islam yang damai, terbuka, dan berakar pada tradisi
keilmuan pesantren.

Diplomasi akar rumput memiliki keunggulan karena berlangsung dekat dengan kehidupan
masyarakat. la tidak selalu membutuhkan forum besar, tetapi bekerja melalui interaksi sosial
yang berkelanjutan. Ketika komunitas NU di luar negeri menyelenggarakan kegiatan keagamaan
yang terbuka, menjalin komunikasi dengan komunitas lain, atau memperkenalkan tradisi
pesantren kepada masyarakat internasional, mereka sedang menjalankan bentuk diplomasi yang
bersifat sosial dan kultural. Dalam konteks ini, PCINU menjadi perpanjangan jaringan pesantren
di ruang global.

Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa diplomasi Islam Nusantara berbasis
pesantren Dbersifat berlapis. Diplomasi budaya membangun daya tarik nilai, diplomasi
kelembagaan membuka ruang pengakuan global, sedangkan diplomasi akar rumput memperkuat
hubungan sosial lintas negara. Ketiganya saling melengkapi dan memperlihatkan bahwa peran
pesantren dalam diplomasi tidak selalu bersifat langsung, tetapi hadir melalui nilai, aktor,
jaringan, dan legitimasi moral yang menopang gerakan NU di tingkat global.

3. Kontribusi terhadap Agenda Perdamaian Global

Kontribusi diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren terhadap agenda perdamaian
global dapat dilihat dari kemampuannya membangun narasi keagamaan yang moderat dan
inklusif. Dalam situasi ketika agama kerap dikaitkan dengan konflik identitas, radikalisme, dan
ketegangan antarumat beragama (Mahrus & Itqon, 2024; Mandala et al., 2024; Sinambela, 2024),
Islam Nusantara menawarkan cara pandang yang lebih dialogis. Agama tidak ditempatkan
sebagai alat pemisah sosial, tetapi sebagai sumber etika untuk merawat kehidupan bersama.
Pesantren berperan penting dalam membentuk narasi ini karena tradisi pendidikannya
menggabungkan penguasaan teks keagamaan, pembinaan akhlak, dan kepekaan terhadap realitas
sosial (Athoillah et al., 2024; Nasution et al., 2024).

Kontribusi pertama tampak dalam pembentukan kontra narasi terhadap ekstremisme.
Pesantren NU memiliki tradisi keilmuan yang menolak cara beragama yang keras, eksklusif, dan
mudah menyesatkan kelompok lain. Melalui pendidikan fikih, akhlak, tasawuf, dan tradisi kitab
kuning, pesantren membentuk pemahaman agama yang menekankan kehati hatian, keseimbangan,
dan tanggung jawab sosial. Nilai ini penting dalam menghadapi narasi ekstrem yang sering
menggunakan agama untuk membenarkan kekerasan. Dengan menawarkan pemahaman agama
yang lebih damai, pesantren berkontribusi pada penguatan daya tahan masyarakat terhadap
ideologi kekerasan.

Kontribusi kedua terletak pada penguatan dialog antaragama dan antarbudaya. Islam
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Nusantara menempatkan perbedaan sebagai kenyataan sosial yang harus dikelola dengan adab,
bukan dihapus melalui pemaksaan. Prinsip tasamuh memberi dasar bagi sikap toleran, sedangkan
tawazun dan taadul mendorong keseimbangan serta keadilan dalam hubungan sosial. Nilai nilai
tersebut relevan bagi masyarakat global yang menghadapi meningkatnya polarisasi identitas.
Dalam konteks ini, pesantren dan NU dapat menawarkan pengalaman Indonesia sebagai contoh
bagaimana agama, budaya, dan kebangsaan dapat dirawat dalam satu ruang kehidupan bersama.

Kontribusi ketiga tampak dalam pembentukan model diplomasi keagamaan yang tidak
sepenuhnya bergantung pada negara. Diplomasi Islam Nusantara tidak bekerja melalui kekuatan
politik formal semata, tetapi melalui otoritas moral, jaringan keilmuan, tradisi pesantren, dan
keterlibatan masyarakat sipil. Model ini berbeda dari diplomasi yang bertumpu pada kekuasaan
negara atau kepentingan geopolitik. NU dapat membangun pengaruh karena memiliki legitimasi
sosial, jaringan pesantren, serta pengalaman panjang dalam mengelola keragaman keagamaan
dan kebangsaan di Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, diplomasi Islam Nusantara dapat dipahami sebagai bentuk
hybrid religious diplomacy. la disebut hybrid karena memadukan diplomasi budaya, diplomasi
kelembagaan, dan diplomasi akar rumput. Pesantren menyediakan basis nilai dan kaderisasi, NU
menyediakan struktur organisasi dan otoritas kelembagaan, R20 menyediakan ruang artikulasi
global, sedangkan PCINU memperkuat jejaring sosial transnasional. Kombinasi ini membuat
diplomasi Islam Nusantara memiliki karakter khas, yaitu tidak sepenuhnya formal, tetapi juga
tidak sepenuhnya informal.

Kontribusi diplomasi Islam Nusantara terhadap perdamaian global sebaiknya tidak dibaca
sebagai klaim bahwa NU atau pesantren telah menyelesaikan konflik dunia. Kontribusinya lebih
tepat dipahami sebagai upaya menyediakan narasi, nilai, forum, dan jaringan yang memperluas
kemungkinan dialog serta kerja sama lintas agama. Dalam agenda perdamaian global, peran
seperti ini tetap penting karena perdamaian tidak hanya membutuhkan perjanjian politik, tetapi
juga perubahan cara pandang, pembentukan kepercayaan, dan penguatan etika hidup bersama.

Dengan demikian, pesantren NU memiliki posisi strategis dalam membangun fondasi
moral bagi perdamaian. Nilai Islam Nusantara yang tumbuh dari pesantren dapat membantu
memperluas percakapan global tentang agama sebagai sumber rekonsiliasi. Ketika nilai tersebut
dibawa ke forum internasional, jaringan diaspora, dan kerja sama lintas iman, pesantren tidak lagi
hanya menjadi lembaga lokal, tetapi bagian dari ekosistem diplomasi keagamaan yang
berorientasi pada perdamaian.

4. Tantangan dan Prospek Diplomasi Islam Nusantara

Meskipun memiliki potensi besar, diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren
menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah adanya resistensi dari sebagian
kelompok Muslim yang memandang Islam Nusantara sebagai bentuk lokalisasi Islam yang
berlebihan, atau sebagai konsep yang dikhawatirkan dapat mengaburkan universalitas ajaran
Islam. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara ekspresi Islam yang berakar pada
budaya lokal dan klaim universalitas Islam dalam wacana keagamaan kontemporer (Damayanti,
2025). Kritik ini sering muncul di ruang publik, terutama melalui media digital. Sebagian pihak
memahami Islam Nusantara secara keliru seolah olah ia merupakan agama baru, padahal konsep
ini lebih tepat dipahami sebagai cara mengamalkan Islam dalam konteks sosial budaya Indonesia.
Karena itu, NU perlu terus memperjelas bahwa Islam Nusantara tidak mengubah prinsip dasar
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Islam, melainkan menegaskan cara keberagamaan yang kontekstual, damai, dan berakar pada
tradisi masyarakat.

Tantangan kedua berkaitan dengan kemampuan melembagakan diplomasi berbasis
pesantren. Sejauh ini, diplomasi NU dalam isu perdamaian, Islam moderat, dan dialog lintas
agama sering tampil melalui peran organisasi, forum internasional, serta figur-figur keagamaan
yang memiliki otoritas moral, jejaring luas, dan kapasitas komunikasi global. Namun, agar
diplomasi tersebut berkelanjutan, pesantren perlu membangun sistem kaderisasi yang lebih
terstruktur. Pesantren tidak hanya perlu menghasilkan ahli agama, tetapi juga santri yang
memahami isu global, komunikasi lintas budaya, dialog antaragama, literasi digital, dan
diplomasi perdamaian (Ridwan et al., 2024; Nasution et al., 2024; Ridwan et al., 2025; Maulidy
et al., 2026; ). Dengan demikian, peran diplomatik pesantren tidak berhenti pada figur tertentu,
tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan yang berkelanjutan.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan dampak forum keagamaan dalam tata kelola global.
Forum seperti R20 memiliki nilai simbolik dan dialogis yang penting, tetapi belum tentu
memiliki mekanisme implementasi yang mengikat (Center for Shared Civilizational Values, 2022;
Adlan, 2023; Suaedy et al., 2026). Karena itu, diplomasi Islam Nusantara perlu dilanjutkan dalam
bentuk program yang lebih konkret, seperti pendidikan perdamaian, pertukaran santri
internasional, pelatihan pemimpin agama muda, kerja sama riset, serta penguatan jaringan lintas
iman di tingkat komunitas. Dengan langkah seperti ini, diplomasi tidak berhenti pada forum,
tetapi bergerak menjadi kerja sosial yang lebih nyata.

Tantangan keempat adalah perkembangan media digital yang menghadirkan peluang
sekaligus risiko. Di satu sisi, media digital membuka ruang bagi pesantren dan NU untuk
menyebarkan nilai Islam Nusantara kepada audiens yang lebih luas. Di sisi lain, ruang digital
juga menjadi arena kontestasi narasi keagamaan, termasuk berkembangnya ujaran kebencian,
polarisasi, intoleransi, dan ekstremisme (Musyarrofah & Zulhannan, 2023; Yusuf et al., 2024;
Ma’arif et al., 2025). Karena itu, pesantren dan NU perlu memperkuat literasi digital agar mampu
menghadirkan narasi keagamaan yang moderat, argumentatif, komunikatif, dan mudah dipahami
oleh generasi muda. Diplomasi Islam Nusantara pada masa depan tidak hanya berlangsung di
forum internasional, tetapi juga di ruang digital yang ikut membentuk persepsi publik global.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek diplomasi Islam Nusantara tetap terbuka
luas. Meningkatnya perhatian dunia terhadap peran agama dalam perdamaian memberi peluang
bagi NU dan pesantren untuk memperluas kontribusinya. Pengalaman Indonesia dalam
mengelola keragaman, posisi NU sebagai organisasi keagamaan besar, serta tradisi pesantren
yang mengakar kuat menjadi modal penting untuk membangun kerja sama internasional. Jika
dikelola secara serius, pesantren dapat menjadi pusat pembelajaran Islam moderat yang relevan
tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat global.

Prospek tersebut semakin besar apabila pesantren mampu menghubungkan kekuatan
tradisi dengan kebutuhan zaman. Nilai pesantren perlu terus dirawat, tetapi juga harus
diterjemahkan ke dalam bahasa global yang dapat dipahami oleh masyarakat lintas agama, lintas
budaya, dan lintas negara. Hal ini menuntut kemampuan baru dalam komunikasi publik, riset,
teknologi, diplomasi, dan kerja sama internasional. Dengan demikian, pesantren dapat tetap
berakar pada tradisi, tetapi sekaligus mampu hadir dalam percakapan global secara lebih percaya
diri.

Pada akhirnya, diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren menunjukkan bahwa
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perdamaian global tidak hanya dibangun oleh negara dan lembaga internasional. Aktor
keagamaan, lembaga pendidikan, komunitas diaspora, dan jaringan masyarakat sipil juga
memiliki kontribusi penting dalam membangun kepercayaan serta memperkuat etika hidup
bersama. Dalam posisi inilah pesantren NU dapat dipahami sebagai laboratorium nilai, pusat
kaderisasi, dan basis diplomasi keagamaan yang memberi warna khas bagi kontribusi Islam
Indonesia dalam agenda perdamaian global.

5. Model Diplomasi Keagamaan Hibrida Berbasis Pesantren

Berdasarkan uraian sebelumnya, diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren dapat
dipahami sebagai model diplomasi keagamaan hibrida. Model ini disebut hibrida karena tidak
sepenuhnya berada dalam jalur diplomasi negara, tetapi juga tidak sepenuhnya bergerak sebagai
aktivitas masyarakat sipil yang informal. Ia bekerja di antara pesantren, Nahdlatul Ulama, forum
internasional, jaringan diaspora, komunitas lintas iman, dan ruang digital. Dengan demikian,
diplomasi Islam Nusantara tidak hanya bergantung pada struktur negara, tetapi juga bertumpu
pada otoritas moral, legitimasi keagamaan, tradisi keilmuan, dan jaringan sosial yang dibentuk
dalam ekosistem pesantren.

Dalam model ini, pesantren berfungsi sebagai sumber nilai dan kaderisasi. Nilai fawasut,
tawazun, tasamuh, dan i 'tidal yang hidup dalam tradisi pesantren menjadi dasar etis bagi cara NU
membangun dialog, merespons perbedaan, dan menawarkan narasi Islam yang damai. Pesantren
juga membentuk aktor sosial seperti kiai, santri, alumni, akademisi, dan komunitas diaspora yang
membawa nilai tersebut ke berbagai ruang sosial. Karena itu, pesantren tidak hanya menjadi latar
belakang historis NU, tetapi menjadi fondasi yang membuat diplomasi Islam Nusantara memiliki
kedalaman moral dan kesinambungan sosial.

Nahdlatul Ulama berperan sebagai penghubung antara nilai pesantren dan ruang publik
global. Melalui struktur organisasi, jaringan kelembagaan, dan legitimasi sosial yang luas, NU
menerjemahkan nilai pesantren ke dalam bahasa diplomasi keagamaan. Forum seperti R20
memperlihatkan bagaimana nilai yang lahir dari tradisi Islam Nusantara dapat dibawa ke
percakapan internasional tentang perdamaian, martabat manusia, dan dialog antaragama.
Sementara itu, PCINU memperluas peran tersebut melalui diplomasi akar rumput yang
dijalankan oleh diaspora NU di berbagai negara.

Model hibrida ini memperlihatkan bahwa diplomasi Islam Nusantara bekerja melalui
beberapa lapisan yang saling menguatkan. Pesantren menyediakan basis nilai, NU menyediakan
struktur kelembagaan, R20 menyediakan ruang artikulasi global, PCINU menyediakan jaringan
diaspora, dan media digital menyediakan ruang penyebaran narasi. Kekuatan diplomasi ini justru
terletak pada kemampuannya menghubungkan ruang lokal dan global. Nilai yang tumbuh dalam
kehidupan pesantren dapat bergerak menuju forum internasional tanpa kehilangan akar
kulturalnya.

Hal ini memberi sudut pandang baru terhadap peran pesantren dalam hubungan
internasional. Pesantren selama ini sering dipahami sebagai lembaga pendidikan tradisional yang
berperan di tingkat lokal (Rahman, 2022; Khoiriyah & Riyadi, 2023; Hasyim & Chair, 2024) .
Namun, dalam konteks diplomasi Islam Nusantara, pesantren dapat dilihat sebagai infrastruktur
diplomasi keagamaan. la menghasilkan nilai, aktor, legitimasi, dan jejaring yang memungkinkan
NU hadir sebagai aktor keagamaan non negara dalam agenda perdamaian global. Dengan cara ini,
pesantren tidak hanya menjadi ruang transmisi ilmu agama, tetapi juga menjadi basis produksi
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soft power Islam Indonesia.

Model diplomasi keagamaan hibrida juga membantu menjelaskan mengapa kontribusi
pesantren terhadap perdamaian global tidak selalu tampak dalam bentuk penyelesaian konflik
secara langsung. Dampaknya lebih sering bekerja melalui pembentukan narasi, perluasan jejaring,
penguatan kepercayaan, pendidikan perdamaian, dan pembentukan aktor sosial yang mampu
berdialog di tengah perbedaan. Dampak seperti ini memang tidak selalu mudah diukur secara
cepat, tetapi memiliki arti penting dalam membangun fondasi perdamaian jangka panjang.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca pesantren sebagai
infrastruktur diplomasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Pesantren tidak hanya diposisikan sebagai
lembaga pendidikan Islam, tetapi sebagai ruang produksi nilai, pembentukan aktor, penguatan
legitimasi, dan perluasan jejaring transnasional. Melalui model ini, diplomasi Islam Nusantara
dapat dipahami sebagai praktik diplomasi hibrida yang bergerak dari tradisi lokal menuju agenda
perdamaian global melalui NU, R20, PCINU, komunitas diaspora, dan ruang digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren
merupakan bentuk diplomasi keagamaan yang bertumpu pada nilai, aktor, jaringan, dan
legitimasi sosial Nahdlatul Ulama. Pesantren berperan sebagai laboratorium diplomasi Islam
Nusantara karena di dalamnya nilai tawasut, tawazun, tasamuh, dan taadul dibentuk, diwariskan,
dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Melalui jaringan NU, R20, PCINU, diaspora santri, dan
forum lintas agama, nilai pesantren bergerak dari ruang lokal menuju ruang global. Dengan
demikian, kontribusi pesantren terhadap agenda perdamaian global tidak hanya tampak dalam
forum formal, tetapi juga dalam pembentukan narasi Islam moderat, penguatan dialog
antaragama, dan perluasan jejaring masyarakat sipil transnasional.

Secara teoretis, penelitian ini memberi implikasi pada pengembangan kajian diplomasi
keagamaan dengan menawarkan model diplomasi keagamaan hibrida berbasis pesantren. Model
ini menunjukkan bahwa diplomasi Islam Nusantara tidak sepenuhnya berada dalam jalur
diplomasi negara, tetapi juga tidak sepenuhnya bersifat informal. Ia bekerja melalui kombinasi
antara pesantren sebagai basis nilai dan kaderisasi, NU sebagai aktor kelembagaan, R20 sebagai
ruang artikulasi global, PCINU sebagai jaringan diaspora, serta ruang digital sebagai media
penyebaran narasi. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas
pesantren dalam bidang komunikasi lintas budaya, bahasa asing, literasi digital, studi perdamaian,
dan jejaring internasional agar diplomasi Islam Nusantara tidak berhenti sebagai wacana, tetapi
berkembang menjadi kontribusi yang lebih terstruktur dan berdampak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kepustakaan dan analisis
dokumen, sehingga belum menggali pengalaman langsung para aktor pesantren, pengurus NU,
PCINU, maupun peserta forum internasional. Oleh karena itu, penelitian masa depan perlu
dilengkapi dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, etnografi pesantren, atau studi
komparatif terhadap beberapa pesantren yang memiliki jaringan internasional. Riset berikutnya
juga dapat mengukur dampak diplomasi Islam Nusantara melalui indikator yang lebih konkret,
seperti program dialog lintas agama, kerja sama internasional pesantren, aktivitas PCINU,
produksi konten digital, dan keterlibatan santri dalam forum perdamaian global. Dengan
demikian, kajian tentang pesantren dan diplomasi keagamaan dapat bergerak dari pembacaan
konseptual menuju analisis empiris yang lebih kuat.
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